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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Permasalahan Narkoba di Indonesia masih merupakan sesuatu yang bersifat 

urgen dan kompleks. Hal ini dapat dilihat dengan bertambahnya jumlah penyalahguna 

atau pecandu narkoba secara signifikan, seiring meningkatnya pengungkapan kasus 

tindak kejahatan narkoba yang semakin beragam polanya dan semakin masif pula 

jaringan sindikatnya. Dampak dari penyalahgunaan narkoba tidak hanya mengancam 

kelangsungan hidup dan masa depan penyalahgunanya saja, namun juga masa depan 

bangsa dan negara, tanpa membedakan strata sosial, ekonomi, usia maupun tingkat 

pendidikan. Sampai saat ini tingkat peredaran narkoba sudah merambah pada 

berbagai level, tidak hanya pada daerah perkotaan saja melainkan sudah menyentuh 

komunitas pedesaan.1   

 Narkoba (singkatan dari Narkotika, Psikotropika dan bahan adiktif lainnya) 

memang diperlukan oleh setiap manusia untuk pengobatan sehingga untuk memenuhi 

kebutuhan dalam bidang studi pengobatan dan studi ilmiah diperlukan suatu produksi 

narkotika yang terus menerus untuk para penderita tersebut.  

Berdasarkan pertimbangan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang 

Narkotika disebutkan bahwa Narkotika disatu sisi merupakan obat atau bahan yang 

bermanfaat dibidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu 

pengetahuan dan sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat 

                                                             
1 Jimmy Simangunsong, 2015, Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja  (Studi 

Kasus Pada Badan Narkotika Nasional Kota Tanjungpinang ), E-Journal, Fakultas Ilmu Sosial Dan 

Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang. 
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merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan 

pengawasan yang ketat dan seksama. Kejahatan narkotika bila kita melihat 
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kebelakang dalam konteks sejarah suatu bangsa, sebenarnya telah terjadi puluhan 

tahun yang silam, seperti hancurnya bangsa China akibat politik candu negara Inggris 

( perang pertama pada tahun 1839 – 1842 )2, dimana Inggris memerangi negara China 

tidak dengan senjata, tetapi mengirim dan memberikan candu kepada para generasi 

muda bangsa China.  

Penyalahgunaan dan kejahatan narkotika di Indonesia, telah dirasakan mulai dari 

sekitar tahun 1970 an, baik secara kuantitas maupun kualitas semakin meningkat yang 

telah begitu banyak menimbulkan kerugian dan korban (baik materiil maupun 

immateriil). Hal ini disebabkan oleh semakin berkembangnya dunia ilmu pengetahuan 

dan teknologi yang telah masuk kedalam segala aspek kehidupan manusia. 

Penyebaran dan peningkatan penggunaan ilmu pengetahuan dan penggunaan 

teknologi, memiliki maksud dan tujuan untuk mencapai sasaran dalam upaya 

meningkatkan kesejahteraan, kemakmuran, ketertiban dan kedamaian masyarakat 

Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUDNKRI 1945. 

Modernisasi jaman dalam segala aspek kehidupan manusia, memang dapat 

membawa kemajuan yang menyenangkan, menuju kehidupan sosial manusia yang 

lebih baik secara jasmani dan rohani. Namun jangan lupa bahwa, modernisasi jaman 

sering kali membawa ketidak stabilan dan kegoncangan dalam kehidupan masyarakat, 

oleh karena sering membawa pengaruh terjadinya perubahan-perubahan terhadap 

nilai-nilai dan norma-norma yang terdapat dalam kehidupan masyarakat, bila tidak 

memiliki kemampuan dan keahlian dalam penguasaan dan penggunaannya. Sehingga 

dengan demikian, modernisasi jaman juga dikatakan turut bertanggung jawab dalam 

melahirkan banyak bentuk dan kriminalitas.3  

                                                             
2 Ibid. 
3 Ibid.  
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Meningkatnya tindak pidana narkotika pada umumnya disebabkan oleh dua hal, 

yaitu: pertama, bagi para produsen dan pengedar menjanjikan keuntungan yang 

sangat besar. Hal ini tidak lepas dari kondisi perekonomian masyarakat yang semakin 

sulit untuk mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehingga 

memilih jalan melakukan kejahatan sebagai pengedar narkotika yang pada 

kenyataannya menjanjikan upah atau keuntungan yang besar dalam waktu yang 

singkat. Kedua, bagi para pemakai, narkotika menjanjikan ketenteraman, rasa 

nyaman, dan ketenangan. Hal ini dikarenakan kekurang tahuan pemakai tentang 

dampak yang akan ditimbulkan oleh penggunaan narkotika yang berkesinambungan 

dan dalam jangka waktu yang cukup lama. 

Permasalahan peredaran narkotika di Indonesia menunjukkan adanya 

kecenderungan yang terus meningkat, hal tersebut terlihat dari peningkatan angka 

kejahatan narkotika yang ditangani oleh Polri maupun data dari Lembaga 

Pemasyarakatan. Peningkatan yang terjadi tidak saja dari jumlah pelaku tetapi juga 

dari jumlah narkotika yang disita serta jenis narkotika. Masalah ini merupakan 

ancaman yang serius bukan saja terhadap kelangsungan hidup dan masa depan 

pelakunya tetapi juga sangat membahayakan bagi kehidupan masyarakat, bangsa dan 

negara.4  

Dalam Undang-Undang dasar 1945 menegaskan bahwa Negara Republik 

Indonesia adalah Negara yang berdasar atas hukum (rechtstaat). Sebagai negara 

hukum maka Indonesia selalu menjunjung tinggi hak asasi manusia. Selalu menjamin 

segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan 

serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. 

                                                             
4 A. Kadarmanta, 2010, Narkoba Pembunuh Karakter Bangsa .(Jakarta : Forum Media 

Utama),  hlm.6 
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 Dalam keluarga orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka 

sebaik-baiknya. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain 

mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan. Kewajiban dan tanggung jawab 

orang tua telah tertuang pada perlindungan anak yang berbunyi : 

1. Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk : 

 a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak; 

 b. menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan  

     minatnya; 

 c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak; dan 

 d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pakerti pada 

     anak.5 

Masyarakat Indonesia terdiri dari beberapa susunan, dari anak-anak, remaja, dan 

orang dewasa. Anak sebagai generasi muda inilah yang nantinya diharapkan mampu 

membawa masa depan bangsa ke arah yang lebih baik dan menjadi tumpuan bagi 

generasi sebelumnya. Oleh karena itu dalam usaha menciptakan kelangsungan hidup 

bangsa diperlukan adanya suatu pembinaan terhadap arah secara kontinyu demi 

kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangannya.6 

Orang tua bertugas mencari nafkah yang halal. Rezqi yang halal ini akan 

membentuk jiwa anak yang sehat jasmani dan rohani. Memenuhi kebutuhan keluarga 

adalah tugas pokok laki-laki sebagai kepala rumah tangga. Untuk meraih keluarga 

yang sejahtera perlu ditopang oleh kondisi ekonomi yang stabil dan kuat dan 

dipenuhinya keluarga akan merasa bahagia dan merasakan ketentraman lahir dan 

batin. Upaya mensejahterakan keluarga dari sisi materi dan yang lain adalah tugas 

                                                             
5 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 

23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 26. 
6 Nashriana, 2011, Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia, (Jakarta: Raja 

Grafindo), hlm. 1. 
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seorang suami. Faktor orang tua yang memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga dengan 

cara yang tidak sesuai/haram hukumnya disebabkan karena, pertama, merasa dituntut 

oleh keadaan dan khawatir akan kesejahteraan keluarga, kedua, terlalu berambisi 

membangun karier dan meraih kesejahteraan finansial.  

Narkotika dan psikotropika dapat menyembuhkan banyak penyakit 7. Namun 

seiring perkembangan zaman, obat-obatan ini disalahgunakan dan disebarluaskan 

dengan tujuan bukan untuk pengobatan dan penelitian namun digunakan tanpa 

mengikuti aturan atau dosis yang benar. Kejahatan narkoba umumnya tidak dilakukan 

oleh satu perorangan melainkan dilakukan secara bersama-sama bahkan dilakukan 

oleh sindikat secara terorganisir secara rapi dan rahasia, di samping itu kejahatan 

narkotika sudah menjadi ancaman yang serius bagi kehidupan manusia. Untuk lebih 

meningkatkan pengendalian dan pengawasan terhadap peredaran narkotika diperlukan 

upaya bersama antara aparat dan penegak hukum dengan masyarakat, karena tanpa 

adanya koordinasi, maka peredaran narkotika masyarakat pun mulai merasakan 

pengaruh dan akibat secara nyata. Adapun gejalanya adalah mulai masuk dalam 

keluarga, sekolah, dan lingkungan tradisional. 

Saat ini peredaran narkotika semakin merajalela dikarenakan Indonesia bukan 

lagi tempat transit, tetapi menjadi sasaran pemasaran, dan bahkan tempat produksi 

narkotika oleh jaringan sindikat narkotika internasional. Apabila penyalahgunaan 

narkoba terus merajalela tak terbendung lagi, maka ancaman dahsyat semakin 

mendekat.8 Melihat peredaran narkoba yang semakin meluas hampir ke seluruh 

kalangan masyarakat pemerintah membuat peraturan baru yang terdapat pada 

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Perubahan signifikan dari 

                                                             
7 Subagyo partodiharjo, 2006, Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunannya, (Jakarta : 

Esensi), hlm. 10. 
8 A. Kadarmanta, 2010, Narkoba Pembunuh Karakter Bangsa, (Jakarta : PT. Forum Media 

Utama), hlm. 9. 
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Undang-Undang yang lama dengan Undang-Undang yang baru (Undang-Undang 

Nomor 35 Tahun 2009) ialah dibentuknya Badan Narkotika Nasional. Badan 

Narkotika Nasional yang dibentuk tahun 1999 dengan pertimbangan bahwa lembaga 

itu sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan keadaan. Selanjutnya 

untuk memaksimalkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dalam usaha 

mencegah dan memberantas peredaran narkoba di indonesia dibuatlah Inpres RI 

No.12 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Kebijakan dan strategi Nasional Pencegahan 

dan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba tahun 2011-2015.9 

Salah satu contoh kasus peredaran narkoba yang terjadi di daerah Kabupaten Musi 

Banyuasin adalah ketika tersangka Muslim bin Abdul Hamid (Alm) yang telah 

melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum  menawarkan untuk dijual, 

menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau 

menyerahkan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan atau 

menggunakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman (jenis Shabu), 

sebagaimana di maksud dalam Primer Pasal 114 ayat (1) yang berbunyi “setiap orang 

yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, 

menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika 

golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling 

singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling 

sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp. 

10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah)”. Subsider Pasal 112 Ayat (1) yang 

berbunyi “setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, 

menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, dipidana dengan 

pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan 

                                                             
9 Tampubolon, 2015, Peran BNN Dalam Penanggulangan Narkotika di Kota Samarinda, 

eJounal Ilmu Pemerintahan, Volume 3, Nomor 1, 2015 : 139-152, hlm. 141. 
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pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling 

banyak Rp.8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah)”, lebih Subsider Pasal 127 ayat 

(1) huruf a UU RI No 35 Tahun 2009 yang berbunyi “narkotika golongan I bagi diri 

sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun. Kejadian ini 

terjadi pada Hari Selasa  tanggal 10 Februari 2015 sekira pukul 13.00 Wib diKomplek 

Griya Randik  Blok C5 Rt. 20 Rw. 08 Kel. Kayuara Kec. Sekayu Kab. Muba. 

Tersangka beralasan terpaksa mengedarkan narkoba dikarenakan tuntutan ekonomi 

unutuk kebutuhan keluarga, tersangka memiliki 2 orang anak yang dibesarkan 

menggunakan uang dari hasil menjual narkoba (sabu-sabu). Putusan pengadilan 

menyatakan bahwa tersangka di tetapkan 5 tahun penjara dan denda 1 milyar rupiah. 

Dalam peraturannya seharusnya orang tua membesarkan anak-anaknya 

menggunakan cara yang benar namun dalam kasus ini orang tua membesarkan anak 

menggunakan cara yang salah atau ilegal dengan mengedarkan narkoba yang 

sejatinya itu dilarang oleh pemerintah. Maka berdasarkan uraian diatas, penulis 

tertarik untuk menuangkannya kedalam skripsi dengan judul : ASPEK 

KRIMINOGEN TERHADAP TINDAK PIDANA PENGEDARAN 

NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ORANG TUA SEBAGAI KEPALA 

KELUARGA. 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

8 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis mengangkat beberapa 

permasalahan yaitu : 

1. Faktot-faktor penyebab orang tua sebagai kepala keluarga terlibat dalam 

peredaran narkotika ? 

2. Bagaimana bentuk pertanggungajawaban dari orang tua yang memenuhi 

kebutuhan ekonomi keluarga melalui tindak kejahatan pengedaran narkotika 

ditinjau dari segi kriminologinya? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Mengacu pada rumusan masalah diatas, maka tujuan dalam penelitian ini yang 

bisa saya gambarkan adalah: 

1. Untuk mengetahui dan memahami  faktor-faktor yang menyebabkan orang 

tua sebagai kepala keluarga sehingga terlibat dalam pengedaran narkotika. 

2. Untuk mengetahui dan memahami bentuk petanggungjawaban dari orang tua 

yang memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga melalui tindak kejahatan 

pengedaran narkotika ditinjau dari segi kriminologinya. 

 

D. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup dalam penelitian diperlukan sebagai batasan untuk mempermudah 

peneliti untuk berfokus pada permasalahan. Berdasarkan permasalahan di atas 

penelitian ini dilaksanakan di Satres Narkoba Kepolisian Resor Musi Banyuasin 

(POLRES). 

 

E. Manfaat Penelitian 
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Yang menjadi manfaat dari penelitian ini adalah : 

1. Manfaat Teoritis 

Manfaat yang semata-mata bermaksud mencari kejelasan guna melengkapi 

pengetahuan dan menambah wawasan penulis. 

2. Manfaat Praktis 

Harapan yang hendak dicapai dari penulisan ini adalah untuk melatih, 

memahami, mengkaji dan membahas permasalahan yang berkaitan dengan 

peredaran narkotika yang dilkukan oleh orang tua sebagai kepala keluarga 

sehingga dapat menjadi pembelajaran maupun referensi  bagi penegak 

hukum, mahasiswa dan masyarakat secara umum untuk membentuk dan 

membangun pola pikir terhadap sistem peradilan di Indonesia. 

 

F. Kerangka Teori 

1) Teori Faktor-faktor Penyebab Kejahatan 

Teori Biososiologi Tokoh dari aliran ini adalah A. D. Prins, van Humel, D. 

Simons dan lain-lain. Aliran biososilogi ini sebenarnya merupakan perpaduan 

dari aliran antropologi dan aliran sosiologis, oleh karena ajarannya didasarkan 

bahwa tiap-tiap kejahatan itu timbul karena faktor individu seperti keadaan psikis 

dan fisik dari si penjahat dan juga karena faktor lingkungan. Menurut  Made 

Darma Weda10 bahwa faktor individu itu dapat meliputi sifat individu yang 

diperoleh sebagai warisan dari orang tuanya, keadaan badaniah, kelamin, umur, 

intelek, temperamen, kesehatan, dan minuman keras. Keadaan lingkungan yang 

mendorong seseorang melakukan kejahatan itu meliputi keadaan alam (geografis 

dan klimatologis), keadaan ekonomi, tingkat peradaban dan keadaan politik suatu 
                                                             

10 Made Darma Weda, 1996, Kriminologi Kejahatan dan Penjahat (Jakarta: Raja Grafindo 

Persada), hlm.20 
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negara misalnya meningkatnya kejahatan menjelang pemilihan umum dan 

menghadapi sidang MPR. Berdasarkan teori biososiologi dapat dijelaskan bahwa 

faktor penyebab kejahatan terbagi menjadi faktor intrinsik dan ekstrinsik. 

1. Faktor intrinsik (intern) 

a.  Niat Pelaku  

Niat merupakan awal dari suatu perbuatan, dalam melakukan tindak 

pidana narkotika, niat dari pelaku juga penting dalam faktor terjadinya 

perbuatan tersebut. Pelaku sebelum melakukan tindak pidana narkotika 

pada awalnya memiliki niat untuk sekedar coba-coba, dan mencari jati diri. 

Namun pada akhirnya niat awal yang hanya ingin coba-coba menjadi 

ketergantungan dan berkembang menjadi pengedar bahkan menjadi bandar 

narkoba. 

 

 

b. Moral dan Pendidikan  

Moral disini berarti tingkat kesadaran akan norma-norma yang berlaku 

didalam masyarakat. Semakin tinggi rasa moral yang dimiliki oleh 

seseorang, maka kemungkinan orang tersebut akan melanggar 

norma-norma yang berkelakuakan semakin rendah. Kesadaran hukum 

seseorang merupakan salah satu faktor internal yang dapat menentukan 

apakah pelaku dapat melakukan perbuatan yang melanggar norma-norma 

di masyarakat. Apabila seseorang sadar akan perbuatan yang dapat 

melanggar norma maka ia tidak akan melakukan perbuatan tersebut karena 

takut akan adanya sanksi yang dapat diterimanya, baik sanksi dari 

pemerintah maupun sanksi dari masyarakat sekitar. 
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c. Faktor Keluarga  

Perubahan kondisi rumah tangga seperti adanya kematian, perceraian, 

secara umum dianggap menjadi faktor utama dari timbulnya depresi yang 

menyebabkan wanita maupun anak melakukan kejahatan termasuk 

kejahatan narkotika. Selain itu faktor keluarga yang berasal dari kalangan 

atas umumnya waktu untuk berkumpul keluarga menjadi kurang sehingga 

kasih sayang dan keharmonisan keluarga menjadi berkurang dan 

menyebabkan anggota keluarga berusaha mencari kesenangan lain diluar 

keluarga. 

 

 

2. Faktor Ekstrinsik (ekstern) 

a. Faktor Lingkungan / Pergaulan  

Lingkungan tempat tinggal pelaku kejahatan biasanya merupakan 

lingkungan atau daerah-daerah yang pergaulan sosialnya rendah, 

rendahnya moral penduduk, dan sering kali di lingkungan tersebut 

norma-norma sosial sudah sering dilanggar dan tidak ditaati lagi. Selain itu 

standar pendidikan dan lingkungan tempat tinggal yang sering melakukan 

tindak pidana juga menjadi salah satu faktor yang dapat membentuk 

sesorang atau individu untuk menjadi seorang pelaku kejahatan. 

 

b. Faktor ekonomi  

Ekonomi merupakan salah satu hal yang penting dalam kehidupan manusia 

dan keadaan ekonomi dari pelaku kejahatan kerap kali muncul yang 

melatar belakangi seseorang melakukan tindak pidana. Para pelaku sering 
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kali tidak mempunyai pekerjaan yang tetap bahkan tidak punya pekerjaan 

sama sekali atau seorang penganguran. Desakan ekonomi yang 

menghimpit sesorang dapat berbuat nekat dengan melakukan tindak 

kejahatan.  Plato menyatakan bahwa : 

“Kekayaan dan kemiskinan menjadi bahaya besar bagi jiwa orang, yang 

miskin sukar memenuhi kebutuhan hidupnya dan merasa rendah diri dan 

timbul hasrat untuk melakukan kejahatan, sebaliknya juga orang kaya 

hidup mewah untuk segala hiburannya”.11 

 

2) Teori Pertanggungjawaban Pidana 

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut juga dengan 

Teorekenbaardheid atau Criminal responsibility yang menjurus kepada 

pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang 

terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang 

terjadi atau tidak. Untuk dapat dipidananya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak 

pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan 

dalam Undang-Undang.12  Dilihat dari sudut Kemampuan bertanggung jawab 

maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat 

dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Hal dipidananya seseorang yang 

melakukan perbuatan sebagaimana yang telah diancamkan tergantung dari soal 

apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan. Berdasarkan 

                                                             
11 Noach Simanjuntak, 1984, Kriminologi, (Bandung : Penerbit Tarsito), hlm 53 
12  A.Fuad Usfa,2005, Pengantar Hukum Pidana, (Universitas Muhammadiyah Malang), 

hlm.76 
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hal tersebut maka pertanggungjawaban pidana atau kesalahan menurut hukum 

pidana, terdiri atas tiga syarat yaitu :13  

a. Kemampuan bertanggungjawab atau dapat dipertanggungjawabkan dari si 

pembuat ; 

b. Adanya perbuatan melawan hukum yaitu suatu sikap psikis si pelaku yang 

berhubungan dengan kelakuannya yaitu disengaja dan sikap kurang hati-hati 

atau lalai ; 

c. Tidak ada alasan pembenar atau alasan yang menghapuskan 

pertanggungjawaban pidana bagi si pembuat. 

Pertanggungjawaban pidana memiliki dua pandangan, yaitu pandangan 

monistis dan pandangan dualistis. Menurut pandangan monistis, 

pertanggungjawaban pidana harus dianggap melekat pada tindak pidana. 

Sedangkan menurut pandangan dualistis, pertanggungjawaban pidana harus 

terpisah dari tindak pidana. Baik pandangan monistis maupun pandangan 

dualistis sama-sama berpendapat bahwa untuk dapat dijatuhkannya pidana 

diperlukan syarat adanya pertanggungjawaban pidana. Pandangan atau aliran 

dualistis ini memisahkan antara dilarangnya suatu perbuatan pidana (criminal act 

atau actus reus) dan dapat dipertanggungjawabkannya si pembuat (criminal 

responbilitiy atau mens rea). Dengan kata lain pandangan dualistis memisahkan 

pengertian perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban pidana.  

Berdasarkan praktik peradilan pandangan dualistis yang sering diikuti dalam 

mengungkap suatu perkara pidana (tindak pidana), karena lebih memudahkan 

penegak hukum dalam menyusun suatu pembuktian perkara pidana.14 Di dalam 

konteks hukum pidana untuk menentukan apakah orang yang melakukan 

                                                             
13  Ibid., hlm.80 
14  Ibid., hlm.83 
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perbuatan pidana akan dijatuhi pidana sesuai dengan yang diancamkan, akan 

sangat tergantung pada persoalan apakah dalam melakukan tindak pidana tersebut 

orang itu mempunyai kesalahan. Hal ini selaras dengan asas pertanggungjawaban 

dalam hukum pidana yaitu Geen Straf Zonder Schuld (tiada hukuman tanpa 

kesalahan).15  Oleh karena kemampuan bertanggung jawab merupakan unsur 

kesalahan, maka untuk membuktikan adanya unsur kesalahan tadi harus 

dibuktikan lagi. Dalam KUHP masalah kemampuan bertanggung jawab ini 

terdapat dalam Pasal 44 ayat (1) yang berbunyi :16  

“Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan 

kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena 

cacat, tidak dipidana”.  

 

G. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan 

data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Mengingat pentingnya jenis 

penelitian  bagi penulis dalam menemukan, menentukan dan menganalisa 

suatu masalah maka dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan jenis 

penelitian hukum empiris. Metode penelitian hukum empiris adalah 

penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti data lapangan dari berbagai 

responden. 17 

 

2. Jenis dan Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini, adalah data primer dan data sekunder. 

a. Data Primer 

                                                             
15  Ibid., hlm.53 
16  Ibid., hlm.81 
17 Burhan Ashofa, 2003, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta : Rineka Cipta), hlm.10 
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Data primer, merupakan data yang diperoleh langsung melalui 

wawancara, dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah 

oleh peneliti.18 Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan 

Pihak Satres Narkoba Kepolisian Resor Musi Banyuasin (POLRES). 

b. Data Sekunder  

Data sekunder adalah data yang terdiri atas dokumen-dokumen resmi, 

buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan.19 

Dalam penelitian ini data sekunder yang digunakan disebut bahan hukum 

mencakup :  

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan 

terdiri dari : 

a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; 

b. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ; 

c. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ; 

2. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan 

hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian, hasil 

karya kalangan hukum dan lain sebagainya ;20 

3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun 

penjelasan terhadap badan hukum primer dan sekunder. Contoh : 

kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan lain-lain.21 

3. Lokasi Penelitian 

                                                             
18  Amiruddin dan Zainal Asikin, 2010, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta : 

Rajawali Pers), hlm.30 
19 Ibid. 
20 Ibid.,hlm.31 
21 Ibid. 
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Penelitian dilakukan di Kantor Pusat Satres Narkoba Kepolisian Resor Musi 

Banyuasin yang beralamat di Jalan Merdeka No. 494, Serasan Jaya, 

Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. 

4. Populasi dan Teknik Penarikan Sampel 

Populasi 22  adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau 

subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan 

oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya.23 Populasi 

penelitian ini adalah pihak Satres Narkoba Kepolisian Resor Musi Banyuasin 

yang pernah menangani kasus peredaran narkoba. 

Sampel ditentukan secara purposive sampling yaitu didasarkan pada 

pertimbangan atas kemampuan informan atau responden dalam mengetahui 

atau menguasai permasalahan yang akan dibahas sehingga apa yang menjadi 

tujuan penulis dalam menjawab permasalahan dalam skripsi ini dapat 

tercapai. Maka untuk sampel yang dijadikan responden adalah 1 (satu) orang 

pihak Satres Narkoba Kepolisian Resor Musi Banyuasin yang pernah 

menangani kasus peredaran narkoba di kabupaten Musi Banyuasin. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Menurut Soerjono Soekanto, dalam penelitian lazimnya dikenal tiga 

jenis alat pengumpul data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, 

pengamatan atau observasi, dan wawancara atau interview.24 

Lebih lanjut lagi dalam uraian Bab IX Metodologi Pengumpulan Data, 

beliau merinci alat-alat pengumpul data sebagai berikut : 

a.  Studi dokumen atau bahan pustaka ; 

                                                             
22Amiruddin dan Zainal Asikin, 2003, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta : PT 

Raja Grafindo Persada), hlm. 95  
23 Bahder Johan Nasution, 2008, Metode Penelitian Ilmu Hukum, (Bandung : CV. Mandar 

Maju), hlm. 57. 
24   Amiruddin dan Zainal Asikin, Op.Cit., hlm. 67 
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b.  Wawancara atau interview ; 

c.  Kuesioner (Questionnaire) ; dan 

d.  Alat-alat pengumpul data lainnya. 

Dari kelima alat pengumpul data diatas, penulis menggunakan alat 

pengumpul data berupa wawancara dan studi pustaka. Studi pustaka 

merupakan penelitian hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan 

hukum sekunder dan bahan hukum tersier. 25 

6. Metode Pengolahan dan Analisa Data 

Pengolahan dan analisis data pada penelitian ini tunduk pada cara 

analisis data ilmu-ilmu sosial. Analisis data merupakan kegiatan 

menganalisis data-data yang telah di olah. Bentuk analisis tergantung dengan 

jenis data.26  

Analisa data secara kuantitatif digunakan apabila data yang diperoleh 

kebanyakan bersifat pengukuran sedangkan analisa data secara kualitatif 

digunakan jika datanya berupa keterangan dan bahan-bahan tertulis.27 Dalam 

hal ini penulis menggunakan analisa data secara kuantitatif. 

7.  Penarikan Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan yang digunakan merupak hasil akhir penelitian 

yang disusun sesuai dengan tujuan penelitian. Kesimpulan yang dimaksud 

merupakan jawaban atas perumusan masalah atau pertanyaan dala penelitian 

yang dikemukakan secara singkat dan padat tentang kebenaran dari 

penelitian.28  

                                                             
25   Ibid., hlm.68 
26  Ibid., hlm.166 
27  Ibid., hlm.168 
28  Beni Ahmad Saehani, 2009, Metode Penelitian Hukum, (Bandung : CV. Pustaka Setia), 

hlm. 93. 
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Metode penelitian kesimpulan akan dilakukan secara induktif yaitu suatu 

cara berfikir dengan menarik kesimpulan dari data-data yang bersifat umum 

ke data-data yang bersifat khusus, untuk selanjutnya dari beberapa 

kesimpulan tersebut dapat diajukan rekomendasi kepada pihak-pihak yang 

berkepentingan.29 

                                                             
29 Bahder Johan Nasution, 2008, Metode Penelitian Ilmu Hukum, (Bandung : CV. Mandar 

Maju), hlm. 35 
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